Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-
Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang
Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Ponorogo Nomor 1
Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo
pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank
Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14);
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Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 2).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.254.959.372.850,00 bertambah sejumlah Rp. 25.294.252.108,67 sehingga menjadi sebesar
Rp. 2.280.253.624.958,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 2.254.959.372.850,00

b. Bertambah Rp 25.294.252.108,67
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.280.253.624.958,67

2. Belanja

a. Semula Rp 2.255.259.372.850,00

b. Bertambah Rp 67.546.394.714,09
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.322.805.767.564,09
Defisit setelah Perubahan Rp (42.552.142.605,42)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp 300.000.000,00

2). Bertambah Rp 45.252.142.605,42
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 45.552.142.605,42

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 42.552.142.605,42

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00



8-

235.841.311.850,00
23.101.652.115,67

1.560.581.988.000,00
(3.391.407.189,00)

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1). Semula Rp
2). Bertambah Rp
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b. Dana Perimbangan
1). Semula Rp
2). Berkurang Rp
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1). Semula Rp
2). Bertambah Rp

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan

458.536.073.000,00
5.584.007.182,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b. Retribusi Daerah
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1). Semula
2). Bertambah/ (berkurang)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp 63.094.817.500,00
Rp 7.659.500.504,00
Rp 9.500.000.000,00
Rp 562.670.100,00
Rp 1.026.000.000,00
Rp 0,00
Rp 162.220.494.350,00
Rp 14.879.481.511,67

Rp
Rp

82.164.681.000,00
1.611.240.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

258.942.963.965,67

1.557.190.580.811,00

464.120.080.182,00

10.062.670.100,00

1.026.000.000,00

177.099.975.861,67

83.775.921.000,00



b. Dana Alokasi Umum
1). Semula Rp
2). Berkurang Rp

1.043.916.636.000,00
(5.002.647.189,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
c. Dana Alokasi Khusus
1). Semula Rp
2). Bertambah/(berkurang) Rp

434.500.671.000,00
0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1). Semula Rp
2). Bertambah Rp

76.052.600.000,00
3.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak
1). Semula Rp
2). Bertambah Rp

91.026.000.000,00
30.194.720.682,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1). Semula Rp
2). Bertambah/ (berkurang) Rp

243.559.473.000,00
0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :
1). Semula Rp
2). Berkurang Rp

47.898.000.000,00
(27.610.713.500,00)

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari
setelah Perubahan

Pemerintah Daerah lainnya

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja-Belanja Tidak Langsung
1). Semula Rp
2). Bertambah Rp

1.386.635.559.164,78
11.662.158.358,73

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.038.913.988.811,00

434.500.671.000,00

79.052.600.000,00

121.220.720.682,00

243.559.473.000,00

20.287.286.500,00

1.398.297.717.523,51



(2)

b.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.

Belanja-Belanja Langsung
1). Semula
2). Bertambah

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan

Belanja Pegawai sejumlah
1). Semula
2). Berkurang
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

. Belanja Bunga

1). Semula
2). Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Belanja Subsidi
1). Semula
2). Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

. Belanja Hibah

1). Semula
2). Bertambah
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Belanja Bantuan Sosial
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Belanja Bagi Hasil
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Belanja Bantuan Keuangan
1). Semula
2). bertambah
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
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Rp
Rp

868.623.813.685,22
55.884.236.355,36

Rp 923.625.748.292,94
Rp (7.656.077.076,77)
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 50.645.003.158,00
Rp 1.307.600.000,00
Rp 15.406.214.000,00
Rp 1.694.066.000,00
Rp 7.544.386.331,39
Rp 534.812.727,61
Rp 386.177.519.098,45
Rp 18.703.500.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

924.508.050.040,58

915.969.671.216,17

0,00

0,00

51.952.603.158,00

17.100.280.000,00

8.079.199.059,00

404.881.019.098,45



(3)

(1)

(2)

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula
2). Berkurang

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1). Semula
2). Bertambah

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa

1). Semula
2). Bertambah

Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1). Semula
2). Berkurang

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.552.142.605,42

1). Semula
2). Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran sejumlah Rp 3.000.000.000,00

1). Semula
2). Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
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Pasal

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnnya sejumlah Rp. 45.252.142.605,42

1). Semula
2). Bertambah

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnnya setelah Perubahan

Rp 3.236.688.284,00
Rp (2.921.743.292,11)
Rp 85.495.845.378,00
Rp 6.547.434.885,14
Rp 357.187.435.299,65
Rp 52.043.463.287,15
Rp 425.940.533.007,57
Rp (2.706.661.816,93)
4

Rp 300.000.000,00
Rp 45.252.142.605,42
Rp 0,00
Rp 3.000.000.000,00
Rp 0,00
Rp 45.252.142.605,42

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

314.944.991,89

92.043.280.263,14

409.230.898.586,80

423.233.871.190,64

45.552.142.605,42

3.000.000.000,00

45.252.142.605,42



-12-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00.
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 300.000.000,00
1). Semula Rp 300.000.000,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 300.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0,00
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d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran [ Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran 1II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Dihapus;

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI
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Diundangkan di Ponorogo

Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 3.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 304- 3/2018.

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
KEPALA BAGIAN HUKUM

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008
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